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PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK  

PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
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SASARAN SRATEGIS OPD 

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

Capaian Sakip 
Perangkat Daerah 

 

DPPKB PERANGKAT DAERAH 
1. Dinkes  2.Dpmd 3. Puskemas  5. Rumah Sakit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPJMD 

VISI KABUPATEN PURWAKARTA 

PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH 

MISI II KABUPATEN PURWAKARTA 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup 

TUJUAN 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel 

                                                               Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

SASARAN 

Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Penerapan SPBE 

Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana 
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                            Kepala Dinas 

        Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
                               Kabupaten Purwakarta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEGIATAN 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah Provinsi dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemetaan Perkiraan Pengendalian 
Penduduk Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 

 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN 

Capaian Sakip 
Perangkat 

Daerah 

1. TFR (Angka Kelahiran 
Total) 

2. Persentase Perangkat 
Daerah (Dinas/Badan) 
yang menyusun dan 
memanfaatkan Rancangan 
Induk Pengendalian 
Penduduk 

3. Rata-rata jumlah anak per 
keluarga 

4. Persentase 
Stakeholder/Mitra Kerja 
dan Masyarakat Diseluruh 
Tingkat Wilayah Yang 
Mendapat Pembinaan 
Advokasi dan KIE 

 

1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 

2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 
(unmet need) 

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang 
berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui 
Kampung KB 

4. Ratio Akseptor KB 
5. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan 

menikah usia 15 - 49 
6. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 

1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 
7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet 

need) 
8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) 
9. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian 

kontrasepsi 
10. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) 

ber-KB 
11. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja 

(BKR) ber-KB 
12. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) 

ber-KB 
13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di 

setiap Kecamatan 
14. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan 

Konseling Remaja/Mahasiswa 
15. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan 

Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah di bidang 
pengendalian penduduk 

16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 
yang ber-KB mandiri 

17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa 
(PPKBD) setiap desa/kelurahan 

18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan 
obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 
masyarakat 

19. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh 
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan 
memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan 
standarisasi pelayanan 
 

1. Persentase pembinaan 
Pengelola Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

2. Cakupan penyediaan 
Informasi Data Mikro 
Keluarga di setiap desa 

3. Persentase remaja yang 
terkena Infeksi Menular 
Seksual (IMS) 

4. Cakupan kelompok kegiatan 
yang melakukan pembinaan 
keluarga melalui 8 fungsi 
keluarga 

5. Cakupan keluarga yang 
mempunyai balita dan anak 
yang memahami dan 
melaksanakan pengasuhan 
dan pembinaan tumbuh 
kembang anak 

6. Rata-rata usia kawin pertama 
wanita 
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